
 
 

 
 
 

 
 

 
 

BUPATI KARAWANG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 42 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARAWANG, 
 

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024 
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 

41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 
 

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D angka 1. huruf g. 
angka 1) huruf d) angka (7) Lampiran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, Pergeseran 

anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat 
dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 
Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7051); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6881); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57); 

16. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petujuk 
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Waki Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Waki Kota yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk 

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan 
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, 

Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 910); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Petujuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 
Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121); 

26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045); 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang 
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang 

Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian 
Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 Tentang 
Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk 

Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);  

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2024 Nomor 12); 
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32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 21); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 

2013 Nomor 2); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 

2021 Nomor 11); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang 

Tahun 2021 Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 

2023 Nomor 18); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2024 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 

2024 Nomor 9; 

40. Peraturan Bupati Karawang Nomor 177 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 

Nomor 177); 

41. Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 41 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Karawang Tahun 2024 Nomor 41); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 

2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang 

Tahun 2024 Nomor 41), diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 

 
Pergeseran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berkurang 
Rp12.286.100.627,00 menjadi sebesar 

Rp6.237.929.809.582,91 dari Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan sebesar 
Rp6.250.215.910.209,91, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. semula    Rp5.656.872.463.950,00 

b. berkurang   Rp12.286.100.627,00   (-) 

jumlah Pendapatan  Rp5.644.586.363.323,00 

2. Belanja Daerah 

a. semula    Rp6.250.215.910.209,91 

b. berkurang   Rp12.286.100.627,00   (-) 

jumlah Belanja Daerah  Rp6.237.929.809.582,91     

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan  

1) semula   Rp593.343.446.259,91 

2) bertambah  Rp0,00   (+) 

jumlah     Rp593.343.446.259,91 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) semula    Rp0,00 

2) berkurang   Rp0,00 (+) 

jumlah      Rp0,00 
 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri 

dari : 

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 

Dan Pembiayaan; dan 

b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan. 
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